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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepatutan untuk menjawab rumusan
masalah Bagaimana pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum
masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ? dan
Bagaiamana tinjavan Fikih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa
unutk kesejahteraan umum masyakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo
Kabupaten Magetan ?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dalam penelitian ini adalah
penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan
data primer dan menemukan kebenaran berdasarkan apa yang terjadi di lapangan,
terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana di Desa dalam upaya
kesejahteraan umum masyarakat. Metode berfikir yang digunakan adalah
deduktif menggali data kemudian menganalisisnya hingga menjadi sebuah
kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan Pengelolaan dana desa di Desa
Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan untuk kesejahteraan umum
masyarakat pada tahun 2017 sangat terbantunya dengan aplikasi Sistem
Managemen Desa yang mempermudah untuk alokasi untuk kesejahteraan umum
masyarakat, terutama untuk pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat,
dan pembangunan desa. Menurut Untuk pengelolaan dana desa dalam fikih
siyasah maliyah di katagorikan dalam baitulmal seperti pembelanjaan dan
pengeluaran belanja negara dan dan kebutuhan warganya antara lain., Untuk
orang fakir miskin,profesionalisme tentara, Untuk menigkatkan supermasi
hukum, membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya
manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan, membayar gaji pegawai dan
pejabat Negara, pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik,
meningkatkan kesehatan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan umum dan
pemerataan pendapatan kekayaan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka Pemerintah desa Bulugedeg
kecamatan Bendo Kabupaten Magetan hendaknya lebih mensosialisasikan
programnya secara transparan kepada seluruh warga rnayarakat, dan dapat
berkoordinasi secara bijaksana dengan cara mengajak anggota mayarakat secara
bersarna mangadakan rapat desa dan mau menampung seluruh ide yang diberikan
oleh masyarakat
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya juga
merupakan usaha yang mempunyai makna etik, hukum, serta nilai ajaran agama
baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha
mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bukan hanya tujuan
pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama'. Akan
tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan itu, jika nilai-nilai etik dan ajaran
agama tidak melekat dalam proses pembangunan maka pada gilirannya akan
mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik, atau merusak
kemanusiaan. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya peran Pemerintah dari tingkat
yang paling atas yaitu Presiden, Menteri-Menteri sampai ke tingkat
Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum?®.
Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan
segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan
lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus

tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan

' Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan
Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 51.

2 Abu Usamah Abdurrahmah, “Perencanaan Dalam Kaidah Islam” (On-line) diakses melalui:
https://islamisone.wordpress.com/2013/01/11/perencanaan-dalam-kaidah-islam/ (14
Desember 2017).



diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan
masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan
pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan
berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan
keuangan dan kekayaan milik desa’. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan
Dana Desa sebesar =Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di
Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015
sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan
Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi ~ Kabupaten/Kota; dan  Bantuan Keuangan dari APBD
Provinsi/Kabupaten/Kota®.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab
yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip
akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah
desa wajib menyusun Laporan Realisasi. Pelaksanaan APB Desa dan Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan

> A. Saibani, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bee Media
Pustaka, 2015), 58.

* Dilansir dari http://setkab.go.id/hingga-20-april-pemerintah-sudah-salurkan-rp-115-triliun-
dana-desa-2016/, diakses pada 2 Desember 2017.
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dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan
perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan desa. Dalam tahap perencanaan
dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang
direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program
kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan
kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh
desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan
pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya
sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini mengandung
kekurangan salah satunya yaitu, dikatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan
dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling
sedikit 10 persen setiap tahunnya. Maka, dapat diperkirakan setiap desa akan
mendapatkan dana sekitar 1,2 hingga 1,4 miliar setiap tahunnya. Berdasarkan
perhitungan dalam penjelasan UU Desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah
menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan
dana dari APBD sebesar 10 persen’.

Mengenai pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut lagi dijelasakan di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di

mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan

> Dilansir melalui https://nasional.tempo.co/read/564924/pemerintah-bagikan-dana-desa-
lewat-kabupatenkota, diakses pada 2 Desember 2017.
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yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban. Lebih lanjut, adanya suatu penguatan pengelolaan dan
pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau
setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan
pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau
tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab
penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan penyelewengan oleh
perangkat desa yang tidak bertanggung jawab.

Kendati peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi
dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun
kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta
dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum
kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang
cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa’.
Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang
kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan
masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman
atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki
kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan
pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU

Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut

® Dilansir melalui http://leu.desa.id/desa-dan-keuangan-desa/, diakses pada 2 Desember 2017.
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membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. BPKP selaku
pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas
keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Instruksi
Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas
Akuntabilitas Keuangan Negara, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan
Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada penelitian ini mengkaji Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Bulugedeg
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Desa Bulugedeg merupakan desa yang
terkonsentrasi menjadi desa Pertanian Jeruk dan desa Adat, yang merupakan
salah satu desa di Kabupaten Magetan yang mendapatkan ADD, sehingga dalam
pengelolaan ADD juga terkonsentrasi secara merata terhadap desa Pertanian
Jeruk dan desa Adat. Berangkat dari kondisi tersebut, Desa Bulugedeg memiliki
spesifikasi dalam pengelolaan ADD yang terkonsentrasi kedalam desa Pertanian
Jeruk dan desa Adat, dimana pengalokasiannya terbagi rata sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Desa Pertanian Jeruk
dan Desa Adat. Namun pada tahun X perolehan ADD untuk Desa Bulugedeg
mengalami peningkatan, oleh karena itu sebagian besar ADD yang diberikan.
Sementara untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan
Sumber Daya Manusia, sedikit dilakukan karena pada tahun X Desa Bulugedeg..
Dari latar belakang di atas, penulis perlu mengkaji dan menganalisis lebih jauh
terkait pengelolaan keuangan desa mengingat potensi dan kesiapan desa di

seluruh Indonesia tidak dapat dipandang sama rata. Pembahasan mengenai



pengelolaan keuangan desa dirasa sangat penting bagi penulis dalam menilai
pengelolaan keuangan desa yang dijalankan mampu mewujudkan pembangunan
desa serta mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya
penyimpangan. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai
dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan
menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun
perekonomian yang dimiliki, serta mamanfaatkan potensi ekonomi yang ada
sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana

Allah SWT berfirman sesuai QS. Ar-Ra’d:11) :
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“..Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merubah keadaanyang ada pada diri mereka sendiri...”

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini
adalah melihat bagaimana pelaksanaan program ADD terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten
Magetan berdasarkan tinjauan Fikih Siyasah Maliyah yang berdampak terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah
dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam
masalah kepengurusan program ADD. Setidaknya ada tiga faktor yang erat
kaitannya dalam hal ini: antara rakyat, harta, dan kekuasaan (penyelenggara

pemerintahan).



B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Beberapa masalah yang dapat di identifikasi, maka penulis membatasi terhadap
permasalahan tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Dan
Kesejahteraan Umum Dalam Persepsktif Fikih Siyasah Maliyah (Studi Kasus
Desa Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan), agar pembahasan lebih
terfokus, yaitu:
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bulugedeg Kecamatan
Bendo Kabupaten Magetan untuk kesejateraan umum masyarakat
2. Pandangan Pemerintah Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten
Magetan dalam pengelolaan dana sebagai untuk kesejahteraan umum
masyarakat;
3. Perspektif Fikih Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana di Desa
Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dalam upaya

pembangunan dan kesejahteraan umum masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, identifiksi, dan batasan di atas maka
perumusan masalah yang hendak diajukan dalam penelitian ini diantaranya
sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengelolaan dana desa untuk kesejateraan umum

masyrakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ?



2. Bagaimana tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana
desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg

Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran
permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah
dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya
pengulangan materi penelitian secara mutlak.setidaknya ada karya tulis yang
sedikit berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti, diantaranya adalah

sebagai berikut:

1. Wulandari” : “Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten
Pesawaran)”. Analisis penelitian ini yaitu dalam mendistribusikan ADD
2016 di Kecamatan Padang Cermin sudah menggunakan asas adil dan
merata di beberapa desanya yaitu desa Tambangan dan Way Urang.
Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan

ADD 2016 belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat

7 Anita Woulandari, Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Padang
Cermin Kabupaten Pesawaran), (Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung, 2017), diakses melalui
http://Repository.Radenintan.Ac.ld/1510/, pada 27 November 2017, Pukul 18.20 WIB.
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sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan. Karena ADD yang sangat minim sehingga komposisi
pembagiannya dirasakan kurang untuk masing-masing kegiatan seperti
masalah ekonomi produktif yang belum terkelola dengan baik bahkan
belum terprogram karena aperatur desa dan tokoh masyarakat lebih
memprioritaskan pembangunan gorong-gorong yang masih sangat kurang
sedangkan itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pembangunan yang
sudah dilaksanakan dari ADD tahun 2016 di Kecamatan Padang Cermin
yaitu membuat gorong-gorong, pembangunan rabot beton, pembangunan
sinitasi air bersih dan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan.
Perbedaan dengan dari skripsi yang di tulis oleh Mirza Iskandar Putra.
Sementara ini yang akan di tulis dalam skripsi ini tentang bagaimana
pengelolaan dari dana desa itu sendiri sebagai kesejateraan umum
masyarakat dan bagi desa dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan
bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo
Kabupaten Magetan, penulis juga memadukan dengan pendapat para ahli
Fikhih Siyasah Maliyah dalam membahas tentang pengelolaan dana desa

dalam pembangunan dan kesejateraan umum.
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2. Putra ® : “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Study Kasus Di Desa
Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana desa terhadap
kesejahteraan masyarakat di Desa Sindon dan pengelolaan tersebut
apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syari’ah atau
belum dan bagaimana pengelolaan Dana Desa melalui BUMDes. Hasil
penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan Dana Desa melalui Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sejahtera” Desa Sindon adalah sebuah
alternatif dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini serupa
dengan model yang ditawarkan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh
dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan mendirikan Grameen
Bank atau Bank Desa yang mengembangkan konsep kredit mikro untuk
usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari Bank umum. Dalam
penelitian ini Pengelolaan Dana Desa sebagian besar dibelanjakan untuk
pengadaan infrastruktur Desa seperti : pembangunan gedung serbaguna,
pembangunan jalan, pembuatan parit, pembangunan jembatan dan lain
sebagianya. Hanya sebagian kecil digunakan untuk pengembangan sosial
ekonomi masyarakat. Penggunaan Alokasi Dana Desa menggunakan

sistem simpan pinjam secara konvensional bukan syari’ah. Karena setiap

® Mirza Iskandar Putra, Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Study Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak
Kabupaten Boyolali), (Skripsi : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Hes) Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2017), diakses melalui http://eprints.ums.ac.id/56520/, pada 27
November 2017, Pukul 18.20 WIB.
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peminjam dana BUMDes dikenakan bunga sebesar 1,25% per bulan atau
setiap kali angsuran. Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah bunga pinjaman
tersebut termasuk dalam kategori riba, hal ini juga tentu adanya unsur
kezaliman karena besaran bunga yang mencapai 15% setiap tahun.
Sehingga kurang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah.
Perbedaan dengan dari skripsi yang di tulis oleh Mirza Iskandar Putra.
Sementara ini yang akan di tulis dalam skripsi ini tentang bagaimana
pengelolaan dari dana desa itu sendiri sebagai kesejateraan umum
masyarakat dan bagi desa dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan
bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo
Kabupaten Magetan, penulis juga memadukan dengan pendapat para ahli
Fikhih Siyasah Maliyah dalam membahas tentang pengelolaan dana desa

dalam pembangunan dan kesejateraan umum.

E. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah yang telah di utarakan sebelumnya, maka
tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan dana di Desa Bulugedeg
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dalam upaya untuk kesejahteraan

umum masyarakat .

11
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2. Untuk mengatahui tinajauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan
dana di Desa Bendo Kecamatan Bulugedeg Kabupaten Magetan dalam

untuk kesejahteraan umum masyarakat.

F. Kegunaan Penelitian
Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kegunaan baik secara teoretis
maupun secara praktis

1. Kegunaan teoretis
Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya
pengetahuan tentang bagaimana perspektif Fikih Siyasah Maliyah terhadap
pengelolaan dana di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan umum masyarakat. Selain itu,
penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan
penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis
Diharapkan hasil penelitian ini sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami
pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan umum
masyarakat, khususnya bagi Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten

Magetan.

G. Definisi Operasional
Penelitian ini berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan

Dana Desa Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan

12



13

Bendo Kabupaten Magetan”, pengelolaan dana desa pada anggaran tahun 2017

dalam definisi opersional ini perlu dipaparkan makna dari konsep atau variabel

penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau

mengukur variabel penelitian, yakni :

l.

Pengelolaan Dana Desa, merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi
khusus (Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa)

Kesejahreaan umum adalah merupakan perwujudan alokasi dana desa
kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan melalui
pembangunan infrastuktur yang dilakukan, serta dengan dilakukannya
pemberdayaan desa mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja
ditengah warga, sehingga kesejahteraan desa dan warga secara

keseluruhan dapat terwujud.

. Figh Siyasah Maliyah, merupakan kajian dan pembahasan yang kaitannya

dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan harta. Setidaknya ada

politik anggaran.

H. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu metode

penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan
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kebenaran berdasarkan apa yang terjadi di lapangan’, dengan objek penelitian
terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana di Desa dalam upaya
kesejahteraan umum masyarakat di desa Bulugedeg Kecamatan Bendo
Kabupaten Magetan. Metode berfikir yang digunakan adalah deduktif dan
pandangan mahasiswa yakni menggali data kemudian menganalisisnya hingga

menjadi sebuah kesimpulan'’.

2. Data yang Dikumpulkan
Adapun data yang di himpun, meliputi :
a. Data pengelolan Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten
Magetan tentang pengelolaan dana desa dalam kesejahteraan umum.
b. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana di Desa
Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dalam upaya

kesejahteraan umum masyarakat.

3. Sumber Data
Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan
sumber data sekunder.
3.1. Sumber primer adalah sumber utama dari penelitian ini.

Wawancara dan sumber dari Pemerintahan Desa Bulugedeg

®S. Nasution, Metode Recearch (Penelitian llmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.
10 Johnny lbrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2006), 57.
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Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Yang berkaitan
dengan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017.

3.2. Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang sifatnya
mendukung penelitian ini yang terdiri dari Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, Peraturan Desa tentang Dana Desa para responden
dalam hal ini adalah Pemerintahan Desa Bulugedeg
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. literatur baik itu
buku maupun artikel maupun dokumen-dokumen lain
contohnya adalah:

a. Buku “Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa” oleh J. A. Saibani;

b. Buku “Pengelolaan Keuangan Desa” oleh Chabib Soleh &
Heru Rochmansjah.

c. Buku “Ekonomi Otonomi Daerah” oleh Rudy Badrudin;

d. Buku “Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam” oleh Muhammad Igbal;

e. Buku “Metodologi Figih Islam Kontemporer” oleh Dr. Ir.
Muhammad Shahrur.

3.3. Data Tersier adalah data data yang di perlukan dalam yang
sifatnya mendukung sebagai pelingkap peneliti seperti jurnal

jurnal dan Webseideresi yang ada.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Observasi
Observasi merupakan salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam
penelitian kualitatif. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan
pernyataan riset. Berdasarkan pada dua bentuk keterlibatan, yaitu partisipasi dan

pengamatan.

b. Wawancara
Wawancara adalah suatu bentuk kemunikasi atau percakapan antara dua orang
lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada
subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna
mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan
laporan penelitiannya''. Wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan atau
menggambarkan dunia nyata yakni suatu kehidupan seperti yang dialami oleh
orang lain'>. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai
sumber data pokok, yakni dengan cara mewawancarai personal dari perangkat
Pemerintahan Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Subyek

penelitian adalah X dan X.

11 .

Ibid, 114.
2 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif),
(Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2012), 110.
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c. Studi Dokumentasi
Studi Dokumentasi salah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan
melihat atau menganalisis dokumen - dokumen yang di buat oleh subjek sendiri
atau oleh orang lain tentang subjek. Salah satu cara ini yang dapat di gunakan

untuk mendapatkan gambaran dari sust pandang subjek dari media.

d. Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan
dalam suatu penelitian sosial (empiris). Cara ini dilakukan guna memperoleh data
dari sumber data skunder, baik dari buku-buku maupun yang lain yang dengan

berhubungan dengan penelitian karya tulis ilmiah"*

5. Teknik Analisa Data
Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat
deskriptif analitif (deskriptif kualitatif) dan deduktif™.
a. Deskriptif analisi adalah teknik analisa dengan cara
menjelaskan dan mengurai data apa adanya, dalam hal ini data

pengelolaan dana desa di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo

" Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk limu-limu Sosial, (Jakarta : Selemba
Humanika, 2011), 143.

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV,
(Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI, 2017), 39.

> sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, Cet. V, 2009), 22-25.
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Kabupaten Magetan. Kemudian di analisis dengan teori fikih
Siyasah Maliyah.

b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari
variable bersifat umum, dalam hal ini teori fikih Siyasah
Maliyah kemusian di aplikaikan variable yang bersifat khusus

dalam hal pengelolaan dana desa.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam judul ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus
pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika pembahsan dalam
5 (lima) bab dari Judul “Tinjauan Fikih siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan
Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan™ ini meliputi:

Bab 1, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang uraian latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang teori tinjauan umum fikih Siyasah Maliyah, pengertian,
dasar hukum, macam — macam yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.
Bab III, berisi tentang laporan hasil data penelitian lapangan berisi tentang
deskripsi lokasi penelitian, mekanisme pengelolaan dana desa, dan pendapat

masyarakat.
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Bab IV, berisi tentang Analisis berdasarkan Perspektif Figh Siyasah Maliyah
terhadap pengelolaan dana desa sebagai upaya pembangunan dan kesejahteraan
umum masyarakat.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk
menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta

saran dari penulis.
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BAB II

TINJAUAN FIKIH STYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN
DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN UMUM MASYARAKAT

A. Definisi Fikih Siyasah Maljyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah
atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan.
Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan
membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai
tujuan sesuatu.'® Kata siyasah juga dapat di lihat dari sisi triminologinya dan
disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang
menyatakan siyasah berati mengatur sesuatu dengan cara membawa
kemaslahatan. Dan sini juga ada yang mengartikan sebagai undang — undang
yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur
beberapa hal'’.

Dalam ini biasa ditarik kesimpulan perngertian fikih siyasah adalah suatu tatanan
yang berguna unutk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk
mecapai tujuan kemaslahatan masyrakat. Ada beberapa macam macam fikih

siyasah ini dan banyak yang berbeda pendapat dalam macam — macam fikih

6 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 3
' Imam Amerusi Jailani Dkk,Hukum Tata Negara Islam,(Surabaya:IAIN Sunana Ampel Press), 3
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siyasah ini. Antara lain fikih siyasah, fikih siyasah dusturiyah, fikih siyasah
maliyah, dan fikih siyasah dauliyah.

Fikih siyasah Maliyyah dalam prespektif islam tidak lepas dari al-quran, sunnah
Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam
sepanjang sejarah. Siyasah maliyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing
dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. Fikih siyasah maliyah
adalah salah satu bagian terpenting dalam istem pemerintahan islam karena
menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara'®.

Fikih siyasah maliyah yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber
mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur
hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan,
sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebaginya. Di dalam fikih
siyasah maliyah pengaturanya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat
dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi
fikih siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan19.

Dalam fikih siyasah maliyah orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap
dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan
berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur
dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibakn peda setiap umat orang

kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah

'® Nurcholis Madjid,Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik,(Jakarta:Gaya Media
Pratama,2001), . 273
1 Jeje Abdul Rojak,Hukum Tata Negara Islam,(Surabaya:Uin Sunan Ampel pres,2014), 91
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SWT.*Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad SAW sejak
mada masa pemerintahan di madinah. Dengan itu kaum muslim mendapatkan

ghanimah atau harta rampasan perang.

B. Sumber Hukum Fikih Siyasah Maljyah
1. Al-quran
Secara etimologi al-quran adalah bentuk masher dari kata ga-ra-a se-wazan
dengan kata fu’lan yang artinya bacaan; berbicara tentang apa yang ditulis
padanya; atau melihat dan menelaah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-

qiyamah ayat 17

27T0% . 802 (o] ¢
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“sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkanya (didadamu) dan
(membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya,
maka ikutlah bacanya itu.”

Kata quran digunakan dalam arti sebagai ma,a kitab yang diturunkan
kepada Nabi Muhamaad SAW. Untuk keseluruhan apa yang dimaksud quran.
Menurut Al-amidi Al-Kitab adalah Alquran yang diturunkan.”'

Alquran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara’ adalah
kehendak allah tengtang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa
pembuat hukum adallah Allah SWT. Maka ketentuanya itu terdapat dalam

kumpulan wahyu-Nya yang di sebut alquran dengan demikian di tetapkan bahwa

alquran sebagai sumber hukum islam yang utama. Kedudukan alquran itu sebagai

* Ibid., . 95
LY. Amir syarifudin, ushul figh,(Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014).194-195
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sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang iningin
menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia
lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam alquran. Jika
menggunakan sumber hukum selain dari alquran harus sesuai dengan petunjuk
dari alquran tidak boleh memlakukan sesuatu yang bertentangan dengan
alquran.”* Dan darisini bisa mengambil sumber hukum selain alquran tetapi tidak
boleh menyalahi yang diterapkan di dalam alquran. Kebijakan alquran dalam
menetapakan hukum mengunakan prinsip — prinsip sebagai beriku :

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan

2. Menyedikitkan tuntunan

3. Bertahap dalam menerapkan hukum

4. Sejalan dengan kemaslahatn manusia®
Dalam fikih siyasah maliyah sumber alquran sebagai sumber hukum. Dimana
dalam mnyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara.

Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum fikih siyasah maliyah dalam

alquran surat Al-hasyr : 11.
VSWJ%J £ °‘a5-—<3‘&‘ 1348”53 .U\V.é\}>-§!u§5°”\}ub;;,\j\éi 54
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“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,
untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka

% Ibid., h. 225-226
2 H.A. Djazuli, Ilmu Figh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam,
(Jakarta:Prenadamedia Group, 2013). 64
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terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Dan juga menyebutkan pada surat Lugman :20

baar 1 52 5V 6 U opad o 6K A i & 5 40
PORCRFENER rly e i 3 I 2 Pl u»f s 5l
“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk
(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan
untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang
membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan
tanpa Kitab yang memberi penerang”.
2. Hadist
Kata Hadist atau a/-hadist menurut bahasa, berati al-jadid (sesuatu yang baru),
lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang lama). Kata hadist juga berate al-khabar
(berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang
kepada yang lain. Kata jamak a/-ahadist. Dari sudut pendekatan kebahasaan ini,
kata hadist dipergunakan baik dalam alquran maupun hadist itu sendiri.
Kemudian pada hadist dapat dilihat pada beberapa sabda Rasullah SAW. Secara
terminologis ahli hadist dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan
pengertian tentang hadist. Di kalangan ulama hadist sendiri ada beberapa
defenisi salah satu dengan lainya sedikit berbeda. Ada yang mendefenisikan
“Segala perkataan Nabi saw, perbuatan, dan hal ihwalnya™**

Kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, telah

diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja dikalangan Sunni

%% Tim Reviewe MKD 2014,Studi Hadist,(Surabaya:UINSA Pers.2013), 1-2
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tapi juga di kalangan Syi’ah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi otoritas ini
tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang
berkuasa tapi diperoleh melaui kehendak Ilahiyah. Oleh karena itu segala
perkataan, perbuatan dan takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat
islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebihlebih jika diyakini bahwa Nabi selalu
mendapat tuntunan wahyu sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti
membawa jaminan teologis. Bila menyimak ayat-ayat al-Qur’an, setidaknya
ditemukan sekitar 50 ayat5 yang secara tegas memerintahkan umat islam unuk
taat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya. *°

Pada prinsipnya hadis nabi yang berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap al-
Qur’an. Akan tetapi dalam melihat berbagai macam penjelasan nabi dan berbagai
ragam ketentuan yang dikandung oleh suatu ayat, maka interpretasi tentang
bayan tersebut oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama lainnya. Akan jelas
bahwa apa yang ditetapkan oleh hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan
terhadap apa yang disinggung oleh al-Qur'an secara terbatas. Pada dasarya hadis
Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam al-Qur'an dengan segala
bentuknya sebagaimana dijelaskan diatas. Allah menetapkan hukum dalam al-
Qur'an adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan
yang disyari'atkan. Tetapi pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu

tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi.”®

> Tasbih, “Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam”, Jurnal AL-FIKR,
3,(,2010),332
* Ibid., . 337.

25



26

Dan fikih siyasah maliyah ini sumber hukum dari hadist yang tentang bersakutan
dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang
sesuai. Beberapa contoh hadist yang bersangkutan dengan figih siyasah mliyah
sebagai berikut :

“Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang orang miskin alah seperti
orang yang jihat di jalan Allah, shalat dan puasa sepanjang masa.” (Hadist
Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

“siapa yang mengabil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui
Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya.” (Hadist Riwayat
Ahmad).

Dari bahwa kaitan antara hadis dan fikih siyasah maliyah adalah bagian yang
integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya bagaikan
dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena fikih siyasah dapat
dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis

Nabi Saw.

C. Ruang Lingkup Fikih Siyasah Maliyyah

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan
dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup
fikih Siyasah Maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil
untuk mengharnomiskan anatara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan

antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar®’. islam menjukan bahwa

7 Ibid ., h.91

26



27

kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umunya
kepedulian ini yang seharusnya di perhatian oleh para penguasa atau pemimpin
agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbetas dari kehimpitan
ekonomi. Dalam memakmurkan kehidupan di dunia ini dalam al-quran surat Hud

ayat 61 sebagai beikut:
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“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai
kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia
telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya,
karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya,
Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa
hamba-Nya)”.”
Sember kuangan Negara untuk oendapatan Negara membiyaai segala aspek
aktifitasnegara, menurut Ibnu Taimiyah menyebutka bahwah hanya ada 2 sumber
zakat dan harta rampasan perang.
1. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan
yang telah dihasilakan tidak melanggar hukum syara’. Dalam islam juga
menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan,
perampasan yang di lengkapi dengan saksi. seorang pemilik harta juga memiliki

hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakanya,

mewasiatkanya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak hak ahliwaris. **

2H.A. Djajuli,Figh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,
( Jakarta:Kencana ,2003) . 208
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2. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibakan Allah untuk
memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun islam
yang ke empat. zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada
yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu
rukun Islam dan hukumnya fardu ‘ain atas tiap tiap orang cukup syarat-
syaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan
cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-
sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya.
Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua
Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, biji
makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz, dan
zakat fitrah.”

Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Suatu ketika Umar
bin Khatab pernah menyalahkan Abu Musa al-Asy’ari yang telah mengangkat
pegawai pajak dari non-muslim, dan beliau berkata: katakanlah kepada
sekretarismu untuk membaca Alquran.” Abu Musa al-Asy’ari menjawab: “dia
adalah seorang Nasrani, tidak pernah masuk masjid.” Kemudian Umar berkata:
“jangan pernah kalian menghormati mereka, karena Allah sudah menghinannya,
dan janganlah kalian memberi amanat kepada mereka karena Allah sudah
menganggapnya sebagai orang yang berikhianat. Zakat itu diberikan kepada

mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan

*? Ali Ridlo, “Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab”, Jurnal Al-‘Adl, 2,(juli,2013),5-6.

28



29

imannya, serta untuk melemah lembutkan hati mereka. Jika islam sudah Berjaya
dan jumlah orang Islam sudah banyak dan mereka enjadi kuat dan dahsyat, maka
mereka tidak boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi orang yang harus

mendapatkan perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan.*

3. Ghanimah
Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang orang kafir melalui
peperangan. Dalam firman Allah surat Al Anfal ayat 1 yang berkaitan dengan ini

berikut :
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“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan
perang. Katakanlah: “harta rampasan perang itu kepunyakan Allah dan Rasul,
sebab itu bertawakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara
sesamu, dan ta’atlah kepada allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang — orang
yang beriman.”
Dalam ini kewajiban dalam harta Ghanimah untuk di bagi lima dan menyalurkan
seperlimanya kepada kelompok yang telah di sebutkan Allah dalam allqura. Dan
sisanya dibagikan kepada anggota pasukann yang ikut tempur.’'
Siapa saja yang mengharamkan umat muslim unutk mengumpulkan ghanimah,
pada saat memperkenakan sang imam berbuat kehendakhatinya hal ini amat

kontradiktif. Bentuk dari keadilan dalam pembagian rampasan perang adalah

bagi pasukan perjalan kaki mendapatkan satu anak panah, sementara pasukan

30 .
Ibid. 6-8
3 Mujar Ibnu Syarif,Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,( Erlangga,2008), 333-334
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penunggang kuda yang mengendarai kuda arab miliknya mendapatkan tiga anak
panah, satu anak anak panah di berikan kepada pemilik kuda dan yang dua di
berikan yang menunggangi kuda. Apabila ghanimah itu berupa harta yang tidak
bergerak maupun bergerak yang aslnya merukan milik kamu muslim, dan
sebelum di bagikan pemiliknya mengetahi maka dari itu kaum muslim sepakat

untuk mengembalikanya .**

4. Jizyah
Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai
imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau segai
imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang di peroleh orang orang islam
tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan
agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan jisyah dengan pajak yang diwajibka
keada semua orang non muslim laki-laki, meredeka dan sudah dewasa, sehat dan
uat serta masih mampu bekerja. Jizyah yang diambil dari warga negara yang
bukan islam adalah imbangan zakat yang di ambil dari warga negara yang
muslim. Karena itu tiap warga negara yang yang mampu wajib memberikan
sebagian hartanya untuk maslahatan bersama sebagai imbangan atau ha-ak yang
mereka terima.*

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang besarnya jisyah. Abuhanifah

melegelompokan besarnya jizyah yang harus dibaya kepada tiga kelompok.

* Ibid. 336-338
3 H.A. Djajuli,Figh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,
( Jakarta:Kencana ,2003) .229 -230
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Kelompok pertama, oran kaya di pungut jizyah besar empat puluh delapan
dirham. Kelompok kedua, kalangan menegah di pungut jizyah sebesar duapuluh
dirham. Kelompok ketiga kalangan fakir dari mereka di pungut sekedar yang
tersebesar dan melarang hak pemerintah untuk dalam menetapkan jizyah ini. Di
dalam menentukan kriteria kekayaan ada perbedaan pendapat. Ada yang
mengatakan bahwa ang yang memliki harta senilai sepul ribu dirham ke atas
adalah kaya. Yang memliki dua ratus keatas adalah golonan menengah dan

kurangnya dari duaratus adalah gologan fakir.*

5. Fa’i

Tentang fai atau harta yang di peroleh tanpa pertempuran dasar acunya ini ada
terdapat firman Allah ketika pecah perang bani Nadhir dan pasca perang badar
sebagai berikut yang artinya :

Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari
harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan
seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan
kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan
Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah

untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan

3 Mujar Ibnu Syarif,Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,( Erlangga,2008). 344-345
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orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di
antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul
kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka
tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras
hukuman-Nya. (Juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung
halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan
keridhaan (Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah
orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah
dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka
mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh
keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka
(orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri
mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu).
Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang
beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan
Anshar), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-
saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau
membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya
Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang".
(surah Al-Hasyr : 6-10)*°

Disebut dengan fai’ karena memang di anugrahkan Allah kedapa kaum muslimin.

Allah mengembalikan hak dari tangan kafir dan pada hakikatnya Allah

» Alquran. Al-hasyr : 11
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menciptakan Harta kekayaan itu semata mata dengan tujuan untuk menolong
oara hamba dalam beribah kepadanya. Harta yang di kumoulkan dari fai’
termasuk harta kekayaan Negara yang menjadi milik admistrasi baitul mal. Allah
hanya menyebutkan fai dalam Alquran mengingat pada masa RAsullah tidak
seorang pun yang meninggal tanpa memiliki ahli waris secara jelas. Seperti yang
terjadi pada kalangan sahabat Rasullah yang mudah dapat di runtut garis
keturunannya®®
6. Kharaj

Al-Kharaj dari segi bahasa berasal dari kata akhraja-yukhriju ikhrdjan, yang arti
dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama’, kharaj merupakan
kata asing yang diarabkan. Sebagian ulama’ mengatakan bahwa kharaj berasal
dari bahasa Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia.
Sementara Dairat al-Ma’arif al-Islamiyah mengatakan bahwa kharaj berasal dari

bahasa Persia Choregia yang berarti pajak.

7. Baitulmal
Alquran dan hadist yang mengatur secara langsung masalah baitulmal. Posisi
baitul mal sekarang sangat penting, baitul mal merupakan lembaga keuangan
yang pada zaman Rasullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan
Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah

pengeluaran dan lain lain. Baitulmal pihak yang memliki kewajiban dalam tugas

*® Mujar Ibnu Syarif,Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,( Erlangga,2008). 340—
341
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khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat

dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.’’

Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dann untuk

membangun Negara yang ekonomi modern. Harta baitulmal sebagai harta

muslim yang harus diga dengan pengelolaan dan pengeluaran harta. Dalam masa

pemerintahan khalifah peruntunkan masalah masalah ekonomi apa yang di

hadapi umat muslim. Umat muslim hasul memperhitungkan dalam menetapkan

segaian harta. **

1.

2.

kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut

Untuk orang fakir miskin.
Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka

pertahanan dan keamanan Negara.

. Untuk menigkatkan supermasi hukum.

. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka

menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan

berilmu pengetahuan.

. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.

. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau

prasarana fisik .

. Untuk meningkatkan kesehatab masyarakat.

. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan

pendapatan kekayaan.

*” Agus Mariin, “Baitul Maal Sebagai Lembaga Kauangan Islam Dalam Memeperlancar Aktivitas
Perekonomian”, Jurnal akuntasi dan Pajak, 02 ( januari, 2014), 39-41

* Ibid., h 41
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8. Sumber Pengeluaran Negara

Suatu perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya
persoalan keuangan dalam Negara islam. Dapat diketahui dengan jelas uang
pemasukan dan juga jalur pengeluarnya karena semua sudah ada peraturan di
dalam agama islam. Tetapi bahwa sejarah islam dapat mencatatkan anggran
belanja negara di masa Abbasiyah. Disini pada masa Abbasiyah menyebutkan
dengan secara lengkap belaja Negara dan secara porsinya jenisnya pemasukan
dan penegluarnya.*
Di masa pemerintahaan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu majunya
karena rakyat cukup makmur hipnya. Departeman keuangan pada masa itu
manerima yag yang selalu melimpah sehingga perbandingan antara pengeluaran
dan pemasukan selalu surplus. Pemerintah juga telah membuat anggaran setiap
tahunya. Dan ini beberapa paparan perbelanjaan keuangan Negara menurut
Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut :

1. Gaji segenap pegawai.

2. Gaji tentara dan kepolisiian.

3. Penggalian sungai dan biaya pembanbagunan dan

perbenahan.
4. Membuat irigasi.
5. Membiayai lembaga permsyakatan.

6. Memperkuat alat pertahanan.

3 Mujar Ibnu Syarif , Opcit., h. 358
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7. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.*’

“° Ibid, h. 361-362
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BAB III

PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN UMUM
MASYARAKAT DI DESA BULUGEDEG KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Dalam deskripsi

penilian banyak yang meliputi sebagai berikut :

1. Letak Lokasi

Desa bulugedeg merupakan desa yang teletak di di kecamatan Bendo kabupaten
Magetan. Desa Bulugedeg memunyai luas wilayah seluas 106.135 hektar, hanya
mempunyai 1 dusun. Adapun batas-batas wilayah desa bulugedeg antara lain:

a. Sebelah utara Desa Duwet Kecamatan bendo.

b. Sebelah selatan Desa Belotan Kecamatan Bendo.

c. Sebelah timur Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo.

d. Sebelah Barat Desa Dukuh Kecamatan Bendo.
Adapun iklim yang di miliki Desa Bulugedeg ini sama dengan iklim Indonesia
lainnya tetapi pada saat musim penguhajan sangat berpengaruh pada bercocok
tanam jeruk pamelo yang ada di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo.

Visi : Bakal Desa Mandiri
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Misi : Menciptakan masyarakat desa yang guyup dan rukun untuk esejateraan
dunia dan akhirat

Sejarah desa Bulugedeg dari awal mula ada sebuah pohon yang berada di
pinggiran desa yang dekat dengan sawah warga desa. Pohon itu besar dan di
dalam pohon itu berlubang atau yang di dalam batang itu kosong atau kopong
menurut warga sekitar. Pada saat angina atau hujan angina pohon itu
mengeluarkan suara “gedeg gedeg” dari bunyi itu berasal dimana desa itu

dimanakan Desa Bulugedeg.

2. Struktur Pemerintahan Desa Tugas dan Wewenang
Desa bulugedeg Mempunyai struktur pemerintahan unutuk menjalan
pemerintahan desa pada saat ini dengan sebagai berikut :
Kepala Desa : Suyadi Aw, SE
Kepala desa berwenang menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dan mempunyai tugas antara lain :

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata
praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa,
pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan,

dan penataan dan pengelolaan wilayah.

38



39

Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan
sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan.

Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak
dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat,
sosial ~budaya masyarakat, keagamaan, dan

ketenagakerjaan.

. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan

motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi,
politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga

masyarakat dan lembaga lainnya

Sekretaris Desa : Saljono

Wewenang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1.

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata
naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan
ekspedisi.

Melaksanakan urusan umum seperti penataan
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana

perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
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Kaur keuangan

40

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan
dinas, dan pelayanan umum.

Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa
lainnya.

Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi

program, serta penyusunan laporan.

: Sumali

wewenang Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber

pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan

bahan penyusunan APB Desa.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

Kaur perencanaan

1.

2.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi keungan.
Persiapan penyusunan APBDesa.
Pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepada

sekretaris desa.

: Marimin
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Wewenang membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi

Perencanaan pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Mempunyai Tugas sebagai berikut :

1.

Menyusun rencana kerja tindak lanjut program dan
kegiatan =~ Kaur  Perencanaan sebagai = pedoman
pelaksanaan kerja;

Mempersiapkan bahan-bahan dan materi serta
menyusun rencana kebutuhan Kebijakan teknis
diBidang Perencanaan;

Mengelola dan Mengarsipkan dokumen perencanaan
yaitu RPJMDesa dan RKP Desa, serta dokumen
Laporan Kegiatan pemerintah desa semester dan
tahunan ;

Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan
laporan realisasi APBDesa semester dan tahunan ;
Menyusun dan  Mengkoordinasikan  penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa ;
Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan

program dan kegiatan pada lingkup Desa ;

Kaur pemerintahan  : Heru Pujianto

Tugas Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi

kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban
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masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan,

Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

1.

Sebagai Pelaksana kegiatan administrasi
kependudukan

Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan
peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa

Pelaksana kegiatan administrasi pertanahan

Pelaksana Kegiatan pencatatan monografi Desa
Mengurus persiapan bantuan dan melaksanakan
kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan
kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya
menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat

dan pertahanan sipil

Kaur pelayanan : Suyatna

Tugas Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program

pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Kasun : Ngerakih

Mempunyai tugas antara lain:

I.

Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam

wilayah kerjanya.
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2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan
swadaya dan gotong royong masyarakat.

3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program
pemerintah kepada masyarakat.

4. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan
mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah)
dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya.

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

desa.

3. Kondisi Masyarakat, Ekonomi, Agama dan Pendidikan
Desa Bulugedeg mempunyai RW berjumlah 3 dan RT berjumlah 9 disini Desa
Bulugedeg desan terkecil nomor 2 di Kecamatan Bendo setelah Desa Kleco.
Yang mempunyai jumlah penduduk 1056 jiwa di antaranya 483 laki-laki dan 573
perempuan. Penduduk Desa bulugedeg 70% sebagai pertanian di desa dan 30%
pegawai negri atau pun swasta dan bahkan ada yang menjadi TKI atau TKW.
Desa Bulugedeg ini terkenal dengan pertanian jeruk pamelo bahkan jeruk pamelo.
Ini di pasarkan di pasar besar di Indonesia contohnya saja di pasar bear Surabaya,
dan juga terkenal pembuatan kripik singkong produk rumahan yang renyah dan
alami yang dibikin warga desa sekitar. Perlu di kembangkan perekonomian desa
Bulugedeg ini dan banyak mengeluarkan produk — produk kripik singkong ini dan

harus di pasarkan ke pasar Indonesia bahkan Pasar Ekspor.
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Kondisi agama masyarakat yang majemuk namun cukup religius walaupun adat
kejawen masih terlihat kental, hal ini terbukti masih banyaknya perhitungan dari
pujangga (sesepuh adat) untuk menentukan hari perkawinan dan lainya. Adanya
kesadaran keberagamaan umat islam ditampakkan dalam bentuk ketaatan mereka
dalam menjalankan kewajiban agama, baik berupa pelaksanaan ibadah ritual
maupun kegiatan sosial budaya yang bercirikan Islam. Potensi kegamaan di
wilayah Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan cukup besar
sehingga merupakan aset yang apabila mampu diperdayakan akan menghasilkan
sebuah kekuatan yang sangat dahsyat,akan tetapi dibalik itu juga menjadi sebuah
tantangan berat,karena mempertemukan beberapa kelompok yang beda ideologi
tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Pengelolaan dana di Desa Bulugedeg didalam tahun 2017 tertuju dalam
pembangunan fisik desa membenahi deretan jalan yang masih rimbun dan alan
membenahi sekolah TK di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten
Magetan. Dan disamping itu adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
di desa Bulugedeg seperti Memandikan Jenazah. Pengelolaan Dana desa
Sangatlah rumit bagi pemeritah desa ini dan juga perlunya pendampingan untuk
mempergunakan dana ini. Supaya untuk melakanakan pemberdayaan masyrakat

sangat penting dalam majunya perekonomian Desa.

B. Posedur Pengelolaan Dana Desa
Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rancangan desa dalam satu taun

yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan
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rencana pembiayaan yang di bahas dalam di setuji bersama oleh pemrintah desa
dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib mebuat
APBDesa. Melaui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai
program dan kegiatan sudah ditentukan anggaranya®'.

Alokasi dana APBDes di selenggarakan pada bagian pemerintah desa.
Pemerintah desa mebuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan
keputusan kepala desa. Makanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa
dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan kondisi daerah
Desa. Pelaksanaan kegiatan yang di pembiayakan bersumber pada ADD dalam
APBDesa sepenuhanya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu
pada peraturan Bupati. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar
30% untuk balanja aparatur dan operasional pemerintah desa, 70% untuk biaya
pemberdayaan masyasrakat.*”

Dalam mengelola dana desa harus mengikuti peraturan yang ada di dalam
Undang — Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga Peraturan Mentri
dalam Negri juga mengatur Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan
desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Lebih lanjut, adanya suatu

*! Hanif Nurcholis,Pertumbuhan dan Penyelanggaraan Pemerintahan Desa,()akarta:Gaya
Penerbit Erlangga,2011), h. 85
*? Ibid,. h. 88-90
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penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak
diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan
penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan
dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila
terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada
kecenderungan penyelewengan oleh perangkat desa yang tidak bertanggung
jawab. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta
dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum
kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang
cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa™.

Dalam pasal 72 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang
mengatur pengelolaan keungan desa pendapatan asli Desa terdiri atas hasil
usaha,hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain
pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian
dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, alokasi dana Desa yang
merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan
keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Hibah dan sumbangan yang tidak
mengikat dari pihak ketiga, dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Alokasi
anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang

berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dalam rangka pengelolaan

*® Dilansir melalui http://leu.desa.id/desa-dan-keuangan-desa/, diakses pada 2 Desember
2017.
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Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada
perangkat Desa yang ditunjuk.
Dalam Peraturan Mentri dalam Negri juga mengatur Nomor 113 Tahun 2014.
Pengelolaan keuangan desa sebuah keleseluruan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan penatausahaan plapora dan pertanggung jawaban.
Dalam semua itu desa setiap tahun harus membuat Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa atau RPJKMdesa. Dari situ desa akan melihat
RPJKMdesa, desa sah melihat yang dibutuh dalam setahun untuk pembangunan
jangka menengah desa. Dari situ desa membuat anggaran pendapatan dan belanja
desa untuk rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Desa membuat
anggaran dan belanjaan desa sesuai dengan kebutuhan untuk jangaka satu tahun.
Dana desa yang bersumber dari APBN yang di peruntunkan belanja daerah
Kabupaten untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan.
Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik.
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai
berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan

masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan desa.;

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung

jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
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pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa

harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.**
Dalam dasar hukum yang ada itu desa bulugedeg kecamatan bendo kabupaten
magetan membuat pengelolaan dana desa tahun 2017 sebelum PAK (Perubahan
Anggaran Keuangan) atau sesudah PAK dan banyak perimbangan peraturan
yang ada bahkan perturan bupati Magetan juga mengeluarkan peraturan untuk
dana desa sendiri. Asa pengelolaan danna desa juga sebagai pandangan dalam
pengelolaan dana Desa.
Selain itu Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan juga mengikut
peraturan Bupati Magetan yang mengatur pengelolaan dana desa. Adapun dalam
pengelolaan dana desa dalam Peraturan Bupati Magetan nomor 25 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan. Dalam
pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. Yang merupakan
pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang di selenggarakan oleh
pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program

pembangunan jangka menengah desa lima tahun®.

** Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan . 33
* Hanif Nurcholis,Pertumbuhan dan Penyelanggaraan Pemerintahan Desa,()akarta:Gaya
Penerbit Erlangga,2011),. 84
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Dalam pengelolaan dana desa menurut pemerintahan desa Bulugedeg kecamatan
Bendo Kabupaten Magetan pengelolaan dana desa pembangunan dan
pemberdayaan masyarakatnya. Dalam banyak peraturan yang mengatur dana
desa sangatlah rumit dalam menjalakan nya pengelolaan dana desa. Dan di tahun
2017 ini desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan terbantunya oleh
aplikasi SIMDES (sistem managemen desa). Dengan aplikasi ini pemerintahan
Desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan terbantunya dalam
mengelola dana desa 100%*°.

Dalam tahun 2017 ini desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
untuk pelatian mebuat 2 pelatian untuk masyarakat dan pembangunan desa juga
sudah memadai. Salah satu contoh pembangunan malai dari 0% sammpai 100%
sebagai berikut

Dalam peraturan Peraturan Bupati Magetan nomor 25 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan di atas
menyebutkan belanja desa 70% paling sedikit untuk pembiyaan mendanai
penyelanggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyrakatan desa dan pemberdayaan masyrakat. Dan 30% untuk belanja
tunjangan dan operasional desa. Dalam Peraturan Desa Bulugedeg Nomor 04
Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2017 dengan sesuai dengan peraturan peratuan yang di dalam
mengingat dalam peraturan tersebut. Sedangkan Penggunaan Dana Desa

diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

*® Kaur keuangan, Wawancara, Desa Bulugedeg Kecamatan bendo Kabupaten Magetan, 27,
Maret, 2018.
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Kebutuhan pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer,
pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
Pengertian Tidak Terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan
dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan
pangan, sandang, dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan,
dan infrastruktur dasar. *’ Kelompok Belanja Belanja Desa diklasifikasikan
menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi Belanja Desa menurut
kelompok terdiri dari:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan

o®

Bidang Belanja Tak Terduga
Kelompok Belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya dibagi dalam
kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Perencanaan Pembangunan Desa, diuraikan sebagai berikut:
1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:

a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

c. Pembinaan kerukunan umat beragama

d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga

*’ Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan. 52
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e. Pembinaan lembaga adat

f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan

g. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain:

a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan

b. Pelatihan teknologi tepat guna

c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat

desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa

d. Peningkatan kapasitas masyaraka
Dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat pada tahun
2017 sangat terbantunya aplikasi Sistem Managemen Desa yang mempermudah
untuk alokasi dimana seharusnya di pakai. Dalam pemberdayaan masyarakat dan
pembinaan masyarakat ada 4 yakni, pelatihan Limnas, pelatihan dan perawatan
jenazah untuk ibu ibu PKK, pelatihan membatik, dan pelatihan perangkat desa®®.
Dengan ini pemerintahan desa Bulugedeg Kecamatan Magetan dengan
pengelolaan dana desa terbantunya dengan aplikasi SIMDES yang sangat

membantu.

*® Badan Permusyawaratan Desa, Wawancara, Desa Bulugedeg Kecamatan bendo Kabupaten
Magetan, 05, Juli, 2018.
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BAB IV

ANALISIS FIKIH STYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN
DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN UMUM MASYARAKAT DI
DESA BULUGEDEG KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejateraan Umum Masyrakat
di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan

Pada tahun 2017 pengelolaan dana desa di Desa bulugedeg Kecamatan Bendo
Kabupaten Magtean dengan terbanynya aplikasi SIMDES yang memudahkan
untuk alokasi dana. Alokasi dana APBDes di selenggarakan pada bagian
pemerintah desa. Pemerintah desa mebuka rekening pada bank yang ditunjuk
berdasarkan keputusan kepala desa. Makanisme pencairan alokasi dana desa
dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan

kondisi daerah Desa. Sirklus pengelolaan dana desa pada table berikut :

Perencanaan

Pertanggung
JENVELED

SIKLUS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

Pelaksanaan

Penata
usahaan

52



53

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-
aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang
telah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh,
berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan
pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten/ kota, subjek pelaksananya di desa,
struktur APB Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang
mengaturnya.49

Dana desa menurut peraturan Bupati Magetan 70% dibuat untuk pembangunan,
pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta 30% untuk pembiyaan gaji
perangkat dan jajaranya dan operasinal desa. Dalam untuk 70% pendapatan Desa
Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tahun 2017 lebih ke
pembangunan desa seperti pembangunan jalan dan pembangunan renovasi
sekolah yang ada di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
Dalam peranan pemberdayaan dan perkembangan masyarakat kurangnya
maksimal dalam di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
tahun 2017. Ini adalah salah satu contoh dari pembangunan desa bulugedeg dari
0% sampai 100% pembangunan :

Dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat pada tahun
2017 sangat terbantunya aplikasi Sistem Managemen Desa yang mempermudah
untuk alokasi dimana seharusnya di pakai. Dalam pemberdayaan masyarakat dan
pembinaan masyarakat ada 4 yakni, pelatihan Limnas, pelatihan dan perawatan

jenazah untuk ibu ibu PKK, pelatihan membatik, dan pelatihan perangkat desa.

* Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan
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Ketika di lihat dari sektor perkembangan dan perberdayaan masyrakat di di Desa
Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sangat kurang maksial
sebenarnya di desa tersebut memiliki aset yang di kembangkan sangat banyak
dalam sektor pertanian dan kerajinan serta dan sumber daya manusia yang sangat
memadahi yang perlu di kembangan.

Seharusnya pemerintahan desa Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten
Magetan melihat prespektif dalam Peraturan Bupati Magetan nomor 25 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.
Ketika pemerintah desa memperhatikan terkait peraturan bupati 70% dibuat
untuk pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta 30%
untuk pembiyaan gaji perangkat dan jajaranya dan operasinal desa. Pastinya
perkembangan dam pemberdayaan serta pembangunan Desa Bulugedeg
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan akan semakin maju dan akan semakin
baik menjadi desa mandiri dan berwawasan ekonomi.

Dalam Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan mempunyai
kendala dalam melakukan peraturaturan Bupati Magetan nomor 25 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan. Terjadi
pada perkembangan dan pemberdayaan masyarakat, di karenakan masyarakat
Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan pikiran masyarakat
masih kurang berkembangan dan kurangnya sosialisasi dan pemanfaat aset
pertanian di desa yang memang harus di kembangakan.

Masyrakat Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan banyak

mempunyai kebun jeruk pamelo dan kebun singkong yang memang harus di
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kembang dan harus memenui pasar di kota besar yang ada di jawa atau pun
jawatimur jawatengan dan sekitarnya. Dan adanya penyuluhan dan sosialisai
supaya masyrakat Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Dan
dari sini pemberdayaan dan perkembangan masyrakat unutk kesejahteraan umum
pemerintah desa Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan
mengadakan yang di lebihkan untuk perkembangan ekonomi masyarakat atau
meningkatkan kualitas produk unggulan yang ada di desa. Dan dari situ
masyrakat bisa berkembang dan menjadikan masyrakat mandiri dan ber ekonomi.
Dari segi pembangunan Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
sudah ada perkembangan yang sangat baik dari pada yang tahun tahun sebelum
nya. Dari semula yang di dekat sawah tidak ada gorong gorong yang layaknya
gorong-gorong sekarang sudah layaknya untuk perairan sawah dan jalurnya air
mengalir. Dan samping jalan jalan akses desa yang semula rimbun dengan
banyaknya rumput liar sekarang sudah di plester dengan rapi. Dalam
pembangunan desa, Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
sudah mulai tertata rapi dengan jelas. Pembangunan desa sudah perkembang
pesat layak desa yang maju pembangunan.

Potensi di desa Bulugedeg tersedianya sumber daya alam yang sangat melimpah,
dan sikap masyarakat kurangnya pengetahuan cara mengengelola lahan pertanian
dan mengelola hasil pertanian. Seharunya pemerintah dalam pemberdayaan
masyrakat dan pembinaan harus melihat dari sini karena untuk membatu dan

meningkatkan kebutuhan masyarakat. Dengan membikin pelatihan atau
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pembinaan dalam mengelola hasil pertanian yang sebenarnya untuk menguasai

pasar.

B. Analisis Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Untuk
kesejahteraan Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo
Kabupaten Magetan

Dalam pengelolaan dana desa menurut pemerintahan desa Bulugedeg kecamatan
Bendo Kabupaten Magetan pengelolaan dana desa pembangunan dan
pemberdayaan masyarakatnya. Dalam banyak peraturan yang mengatur dana
desa sangatlah rumit dalam menjalakan nya pengelolaan dana desa. Dan di tahun
2017 ini desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan terbantunya oleh
aplikasi SIMDES (sistem managemen desa). Dengan aplikasi ini pemerintahan
Desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan terbantunya dalam
mengelola dana desa.

Bahwahsanya pada tahun 2017 desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten
Magetan dengan terbantunya SIMDES dalam pengalokasian dana desa yang
sudah di persiapakan dari Negara. Untuk masyrakat terutama di bidang
pembangunan, dan operasional peberdaan dan perkembangan masyrakat. Dalam
tahap pelaporan dan harus kemana keuangan desa.

Menurut di bidang Fikih Siyasah Maliyah baitulmal yang mengatur pengeluaran
Negara. Hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan
perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya

dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan
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Negara, baitulmal dan sebaginya. Megenai pembelanjaan dan pengeluraan

belanja Negara kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut :

1.

2.

Untuk orang fakir miskin.

Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka
pertahanan dan keamanan Negara.

Untuk menigkatkan supermasi hukum.

Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan
sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.

Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik.
Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan

pendapatan kekayaan.

Didalam pengelolaan dana Desa yang semula bersumber dari APBN yang di

alokasi ke dana Desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Yang

pada tahun 2017 terselenggara pembangunan dan pemberdayaan, pengembangan

masyarakat. Dalam terealisasi yang sangat baik dalam bentuk pembangunan dan

infrasturuknya. Dalam bentuk pemberdayaan dan perkembangan masyarakat

kurang baik untuk mencapai kesejateraan umum.

Dalam fiqgih Siyasah Maliyah Zakat itu diberikan kepada mereka untuk

melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya, serta untuk

melemah lembutkan hati mereka. Jika islam sudah Berjaya dan jumlah orang

Islam sudah banyak dan mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak
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boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi orang yang harus mendapatkan
perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan. Dana desa yang
di berikan kepada desa setiap tahun juga untuk kepentingan kemaslahatan umat
dalam bentuk pemberdayaan untuk kemajuan Desa Bulugedeg kecamatan Bendo

Kabupaten Magetan.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisi yang penulis jelaskan di atas, dari penyelesaian

penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap

pengelolaaan dana desa unutk kesejahteraan umum masyarakat di desa

Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, maka penulisanya

menyimpulkan sebagai berikut :

1.

Pengelolaan dana desa di Desa Bulugedeg kecamatan Bendo
Kabupaten Magetan untuk kesejahteraan umum masyarakat pada
tahun 2017 sangat terbantu dengan aplikasi Sistem Managemen Desa
yang mempermudah untuk alokasi kesejahteraan umum masyarakat,
terutama pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan
pembangunan desa. Dengan aplikasi sistem managemen desa ini,
pemerintahan Desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
terbantunya dalam mengelola dana desa.

Untuk pengelolaan dana desa dalam fikih siyasah maliyah di
katagorikan dalam baitulmal seperti pembelanjaan dan pengeluaran
belanja negara dan dan kebutuhan warganya antara lain., Untuk orang
fakir miskin, profesionalisme tentara, Untuk menigkatkan supermasi

hukum, membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan
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sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan,
membayar gaji pegawai dan pejabat Negara, pengembangan
infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik, meningkatkan kesehatan
masyarakat, mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan
pendapatan kekayaan. Meskipun pengelolaan dana desa yang di
berikan kepada desa setiap tahun juga untuk kepentingan
kemaslahatan umat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat
kemajuan Desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
Maka pengelolaan dana desa dalam fikih siyasah maliyah termasuk

dalam baitul mal.

B. Saran

Pada akhirnya penulis ini, penulis mengemukakan berapa saran diantaranya yaitu

1.

Pemerintah desa hendaknya lebih mensosialisasikan programnya
secara transparan kepada seluruh warga rnayarakat, dan dapat
berkoordinasi secara bijaksana dengan cara mengajak anggota
mayarakat secara bersarna mangadakan rapat desa dan mau
menampung seluruh ide yang diberikan oleh masyarakat, karena
bagirnanapun juga anggota masyarakat adalah objek dan subjek
pembangunan desa, sebagai asset berharga tentunya pemerintah desa

harus lebih baik dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan
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potensi yang ada di desa secara maksimal agar pembangunan desa
dapat segera terealisasi sebagaimana rencana.

Dalam mengajukan pengelolaan dana desa selalu di perhatikan
dengan aset aset desa yang sangat banyak dan boleh untuk
memajukan masyrakat desa dan perekonomian. Dalam membentuk
suatu kegiatan yang berguana dalam memperdayaan masyarakat.

. Pemerintah Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
Dengan membuat program pemberdayaan masyarakat harus sesuai
supaya masyarakat di desa lebih menjadi masyarakat yang mandiri

akan ekonomi di Kabupaten Magetan .
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